BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan
dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang
yang memiliki rumah tidak layak huni dan masyarakat yang
belum memiliki rumah di Kabupaten Sumbawa serta untuk
mendukung pelaksanaan Program - Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah
Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan
rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa,

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata
cara pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak
huni dan bantuan pembangunan baru rumah swadaya dana
anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

: dan Kawasan Permukiman ({Lembaran Negara Republik

SR Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 403);

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik iIndonesia Tahun 2018 Nomor 1891};

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
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Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yvang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.

Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan
desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas :
Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala
Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan
kepala urusan di kantor desa/kelurahan)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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17. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah
kumpulan dari perseorangan penerima bantuan.

18. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat
PB Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang
layak huni secara swadaya melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa.

19. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan
memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi
rumah layak huni.

20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

21. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut
Rehabilitasi RTLH adalah bantuan rehabilitasi rumah yang tidak
memenuhi persyaratan keselamatan melalui dana APBD Kabupaten
Sumbawa

22 Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah
tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan
pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi
RTLH.

23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang
layak huni.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman
bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Rehabilitasi
RTLH dan PB Rumah Swadaya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah
Swadaya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH
dan PB Rumah Swadaya yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten
Sumbawa.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 5

(1) Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya
meliputi :

a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;



verifikasi dan sosialisasi Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya,;
penetapan penerima bantuan;

laporan pertanggungjawaban; dan

hal-hal khusus lainnya.

(2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

P a0 T

a. Rehabilitasi RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. PB Rumah Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1% Me{ 2020

BUPATI SUMBAWA,
M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar \/?
pada tanggal {3 Mgl 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR



L

LAMPIiRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 2{ TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih
ada yang menempati rumah yang tidak sehat atau tidak layak huni
baik ditinjau dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial. Hal
tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu
adanya perhatian dari semua pihak.

2. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah
pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu
nilai-nilai gotong royong sabagai modal dasar pembangunan masih
terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program
pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk
berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.

3. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan
Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR]/Masyarakat Miskin yang mampu
berswadaya dengan memberikan bantuan langsung kepada
masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat. Ketua
kelompok memfasilitasi pembelian bahan - bahan non lokal sesuai
kebutuhan, ongkos kerja dan biaya administrasi sebesar 10%
(sepuluh per seratus) dari dana bantuan, sedangkan bahan lokal
ditanggung sendiri oleh masyarakat.

4. Bercermin dari pengalaman pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat pada tahun
sebelumnya yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang
diharapkan. Maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan/
memprogramkan melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan
rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni {RTLH) dengan nilai bantuan per unit sebagai
berikut :

a. Kategori Rusak Ringan (RR) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima
ratus rupiah); : '

b. Kategori Rusak Sedang (RS) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah}; dan

c. Kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,- {lima belas juta
rupiah}.



II.

III.

DASAR

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 310);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1891);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan
kemiskinan dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)
di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.



vI.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak
huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;

2. Mengurangi angka rumah tangga miskin;

3. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang
terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;

4. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan
mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan
masyarakat.

5. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten Sumbawa Masyarakat Miskin  yang mampu
berswadaya/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)} yang memiliki
rumah tidak layak huni dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

PENGORGANISASIAN
1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Koordinasi yang
ditetapkan melaiui Surat Keputusan Bupati Sumbawa dengan
keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait
dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan
Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator
Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus
sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang disebut dengan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan
Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni akan didampingi oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan
pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

Y1

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH} Dana APBD Kabupaten Sumbawa
sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
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Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah :

1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan
anak; suami dan anak; istri dan anak;

2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya
atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

. 3) keluarga yang terdiri atas lebih‘dari 1 anggota keluarga di luar

hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan
sebagainya;

4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia
lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.

Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK)

sesuai dengan Data Rumah Tidak l!ayak Huni (RTLH)
Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.

Memiliki atau menguasai tanah dan bukan merupakan tanah
warisan yang belum dibagi serta tidak dalam status sengketa.

. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi

bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak
huni.

Kategori tingkat kerusakan rumah antara lain :

1} Rusak Ringan
Meliputi kerusakan komponen non struktural antara lain
dinding pengisi dan penutup atap.

2) Rusak Sedang

Meliputi kerusakan komponen non struktural dan salah satu
komponen struktural antara lain pondasi, tiang/kolom, balok
dan rangka atap.

3) Rusak Berat

Meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan,
baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

(BSRS) atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir;

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun penerima bantuan
tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka penerima
bantuan tidak dapat menerima bantuan yang serupa. Syarat
jangka waktu .10 (sepuluh) tahun dikecualikan bagi penerima
bantuan yang terdampak bencana alam atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

Merehabilitasi sendiri rumahnya, memelihara dan
mengembangkan sendiri.

Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

. Dapat bekerja secara kelompok.

Masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang mempunyai
kondisi rumah tidak sehat atau tidak layak huni ditinjau dari sisi
konstruksi kesehatan dan sosial yaitu :



1) bahan lantai berupa tanah atau kayu dengan kondisi tidak
layak.

2) bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu
dengan kondisi tidak layak dan tidak/kurang mempunyai
ventilasi dan pencahayaan.

3) bahan atap berupa daun, genteng plentong yang sudah rapuh
dan bahan atap lainnya dengan kondisi tidak layak; :

4) rusak berat dan/atau rusak sedang dan luas lantai
bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota
keluarga yaitu 9 m2 {sembilan meter persegi).

2. Persyaratan Administrasi

a.

N

Proposal

Surat permohonan pencairan dana

Kwitansi (bermaterai cukup)

Pakta Integritas (bermaterai cukup)

Surat Pernyataan (bermaterai cukup)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK}
Fotokopi rekening bank yang masih berlaku

(seluruh berkas dibuat dalam rangkap 3)

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua
tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima
bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang

difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan
diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
setempat.

Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh
Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala
Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran
bantuan tepat sasaran.

Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan
penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah
Desa/Kelurahan setempat.

3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

X}

- Verifikasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon

penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
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- Adapun proses Verifikasi terhadap KSM calon penerima bantuan
diusulkan oleh Ketua KSM diketahui/disetujui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan
mengacu kepada persyaratan /kriteria penerima bantuan baik dari
segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat
langsung kondisi rumah.

4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima
bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang
didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi
terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL
dan tim verifikasi dari Kabupaten.

5. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan memenuhi
persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan.
Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah
ditentukan. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang
disalurkan melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk
membeli bahan bangunan yang dibutuhkan,

6. Penyaluran Dana Bantuan

- Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap I
50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah proposal
permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima
puluh per seratus) dilakukan setelah pekerjaan dilakukan
mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus)serta
mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana
tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan
menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus}.

- Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10% dari
dana bantuan yang diterima yaitu :

a) Rusak Ringan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan perincian Rp. 600.000 {Enam Ratus Ribu
Rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp. 150.000 (Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya administrasi yang
digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya
proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya
laporan pertanggungjawaban (SPJ).

b} Rusak Sedang sebesar Rp1.000.000 (satu-juta rupiah) dengan
perincian Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah} untuk biaya administrasi yang digunakan untuk
biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya
transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan
pertanggungjawaban (SPJ).

11



c) Rusak Berat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dengan perincian Rpl1.350.000 (satu juta tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi
yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM,
biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan
biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

7. Pelaksanaan Kegiatan
a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Dinas dengan
tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten
Sumbawa.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH} adalah
suatu program perbaikan rumah yang mengutamakan
pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat
dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan
sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan
mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah
hanya sebagai fasilitator.

- Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH} sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM} dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok
difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok
menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan
minggu ketiga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan
laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas selambat-
lambatnya minggu keempat bulan Desember pada tahun
pelaksanaan.

- Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran
maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan
oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua
KSM melalui Rekening KSM selanjutnya bersama anggota
Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang
dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.

- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan

. pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik
lapangan yang telah dikerjakan.

- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan
harga barang yang digunakan dalam rehabilitasi rumah dan
tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga
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barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku
pada saat pengerjaan fisik.

- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang
disebabkan oleh :

a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan
lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan;

b. mengundurkan diri dan menolak bantuan; dan/atau

c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah
ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan
Surat Keputusan Bupati Sumbawa,

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama
penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian
nama dari Desa/Kelurahan {Kepala Desa/Lurah).

- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka
penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli
waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama
dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala
Desa/Lurah).

- Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada
salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti
dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara
penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah)
atau dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa
selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban pengunaan dana Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibuat oleh KSM yang difasilitasi
oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)} dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas/Tim Koordinasi Kabupaten

Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah

- Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.

Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.

Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan
masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan
bahan-bahan lokal.

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil
pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan
masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH).
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. Camat

Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi
masyarakat calon penerima bantuan.

Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan
verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai
hasil yang maksimal.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi
di lapangan.

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.

.Kepala Desa/Lurah

Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi
masyarakat calon penerima bantuan. ‘

Melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang
kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal,
pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan
pembangunan rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil
pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang
realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH).

Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi
rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan
hasilnya dinikmati masyarakat.

. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL}

Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.

Mendampingi dan menfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan
proposal pencaiaran dana bantuan dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Memfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana
bantuan.

Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan
masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan
bahan-bahan lokal.

Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan
perbaikan rumah penerima bantuan.

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil
pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
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PROPOSAL

BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

1. SURAT PERMOHONAN

2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN

3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
4. REKENING BANK

5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

7. KARTU KELUARGA (KK)
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Contoh Surat Permohonan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM « creveneny
DESA/KELURAHAN ............. KECAMATAN ....c.occonuren

KABUPATEN SUMBAWA
‘ Kepada
Nomor Do JRSM .../ f Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Lamp. 1 1 (satu}exp Di-
Hal . Proposal Bantuan Rehabilitasi Sumbawa Besar

Rumah Tidak Layak Huri (RTLH)

Dengan hormat,

Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi rumah tidak
layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan tendah/miskin, dengan ini kamj
sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan .......... ..
Kecamatan ................ direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan
rendah/miskin. Cleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati
Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal im kami sampaikan dan atas bantvan Bapak Bupat:
kami sampaikan terirna kasih..

KETUAKSM..............
DESA/KEL ......... KECAMATAN ........... )

FIYY YT Y PYT YTV TV TV TT YOGV YT poy

MENGETAHU1 :

AsPesssrasssesssLEsE ISR VS LY Sabrabiavunsrasivasisasnnnsvin

Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Perumzhan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

di Sumbawa Besar;
2. Arsip.
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Contoh Daftar Penerima Bantuan :

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) .......ccsceeue
DESA RSN ENEFEN ARSI ARE KECAMATAN SidSSRAESESAESANRESARE

NO. NAMA JABATAN ALAMAT
1. KETUA
2. SEKRETARIS
3. BENDAHARA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA
6. ANGGOTA
7. ANGGOTA
8. ANGGOTA
9. ANGGOTA
10. ANGGOTA
KETUAKSM ...
DESA ....cococoeeeeo. KECAMATAN ...
i7




Contoh Susunan Pengurus KSM :

SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) .........
0] 3.7 . KECAMATAN ........ccceenmeuinnes
NO. NAMA JABATAN ALAMAT
1. KETUA
2. SEKRETARIS
3. BENDAHARA
4, ANGGOTA
5. ANGGOTA
6. ANGGOTA
7. | ANGGOTA
8. ANGGOTA
9 ANGGOTA
[ 10. ANGGOTA
Ketua, Bendahara, Sekretaris,
Mengetahui ;
Kepala Desa .............. .
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Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB]} :

CONTOH : RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB)

RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN | .
KELOMPOK DKM e
NO. JENIS BARANG TOTAL HARGA
(Rp.)
1 Pasir 350.000
2 Semen 910.000
3 Batuy Merah 900.000
4 Besi 5" 90.000
5 Besi 8" 400.000
6 Seng 800.000
7 Paku 100.000
8 Kayu 8x 12 600.000
9 Kayu 5 x 7 350.000
10 Ongkos Tukang 350.000
11 Biaya Administrasi 150.000
JUMLAH ANGGARAN 5.000.000
Mengetahui : Dibuat oleh,

Ketua KSM ......
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L o R

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

PROPOSAL

KWITANSI

SURAT PERNYATAAN

PAKTA INTEGRITAS

KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN
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Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH . Kode. Rekening
Tanggal
‘Nontor Buku
ID RUP' P

“Telalt terima doii < Pengguia Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas ............ O .. Kabupaten Sumbawa
Banyakmpanang  : Eoam o T R Cacesars

Untuk Pembayaran - °: Belanja Uang Unwuk Dibertkan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Bantuan’
Rehabititasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun ....c....
ARl it ssmmisrarans dkk KSM ......ccnoe i Desa/Kelurahan o, iomoin KECamatan .o .
‘Kegiatan Penyediaan Perumahan TA. ieiiverrmarins . pada Dinas .o : :
Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbav\__ra Nomer ...

Jumah
‘Sumbawa Besar,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran,- Yang Menerima Uang,
Ketua KSM
NIP. oo virivsrsrimsen NP, e
Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuass Pengguna Anggaran
DINAS wrwvereesisssesraseem  Kabupaten Sumbawa

NIP.
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Contoh Surat Pernyataan :

- SURAT PERNYATAAN

MENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Saya yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama
Alamat
Desa/Kel ... sre. KECAMALAN coremerenrerisrmsennes
Pekerjaan/Jabatan D cesearessessnsisnssenesses § KEEUA KSM ooeeeicercvcaecaennae
Desa/Kel ...couciicconinen-. KECAMALAN conconirecisiisnsnninn
Menyatakan Menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun ........ bagi KSM ..cnicincens Desa/Kel .....cuioinseee. KECAMALAN coverenecrirssssnanes
Sejumiah : Rp. Y / )

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa
dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM).

2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka
peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan
ini, saya sebagai Ketua KSM ................ . Desa/Kel ..o, KECAMALAN ooceeecerereenneas
bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya.

Sumbawa Besar, ...
Mengetahui/Menyetujui : Penerima Bantuan
Kepala Dinas ............ Kab. Sumbawa Ketua KSM .....ecorerereeeenmncraiene
{Pejabat Yang Berwenang) Desa/Kel ..ocrnn KeCamatan ...
Materai
Rp. 6000

NlP:
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Contoh Pakta Integritas :

1.
2.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Desa/Kelurahan ...........oova.ne Kecamatan ............... -
Jabatan :Ketua KSM ...
No Tip. fHP
Bertindak untuk TKESM e
dan atas nama DesafKelurahan .................. Kecamatan ..................

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan ini menyatakan bahwa saya :

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme {KKN};

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) iny;

akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan,
Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor .... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan
bantuan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia
mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarya dan bermeterai

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. = s

Sumbawa Besar, .....c..oceevieiivinnens

Penerima Bantuan,
Ketua KSM ....oooviiviiiiiinnn
Desa/Kelurahan .......... Kecamatan ..........

Materai
fp. 6.000
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Contoh Keputusan Bupati Penetapan KSH :

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ......... TAHUN ..........
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ..........

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan
di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan
melaksanakan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak
huni di Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
program dimaksud, periu ditetapkan desa/kelurahan lokasi,
kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan rehabilitasi
rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok
Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa Tahun ......... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

.. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

.. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor

29/Permen/M/2018  tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ..... Tahun .......

tentsng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Ang'g_a.ra_n- ....... N

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ...... Tahun ... tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak
Huni Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/

KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA. DAN
BESARNYA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK.
HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA .........

: Menetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran

penerima dan besarnya bantuan rehabilitasi ripnah tidak layak .
huni di Kabupaten Sumbawa Tahun ........... sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahian dari Keputusan Bupati ini;

: Kelompok sasaran penerima bantuan rchabilitasi rumah. tidak

layak huni sebagaimana dimeksud dalam diktum kesatu
menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
a. nama calon penerima;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
c. foto rumah dengan kondisi 0% {nol perseratus);
d.rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM); dan
e. rencana kebutuhan bahan dari. masing-masing sasaran;
2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan
.keuangan; dan
3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan. sesuai
dengan kebutuhan sasaran;

: Segala biaya yang timbul sebagsdi akibat ditetapkan keputusan

ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan
Penyediaan Perumatian Tahun Anggaran .........;
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KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA, .

Tembusan :

1.

Yth. I_(ettia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbaws Besat;

3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Képala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sumbawa di Sumbawa Besar;

‘5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumbawa di Sumbawa Besar;-

6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar;

7 Yth. Camat ............ diainn ;

8. Yth.Camat ........... i, :

‘9. Yth.Camat ............ dicceerinnnnnn. v

10.dst;

11. Yth: Kepala besa oan i o

12: Yth: Kepala Desa ....... ereienn L« | S 3

13. dst;

14, Yth. Lurah dl vivssbinaniibeads

15, dst;

3
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FORMAT LAPORAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI {(RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

1. SURAT PENGANTAR
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
¢ RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)
o REALISASI PENGGUNAAN DANA
o REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
4. KWITANSI
5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH
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Contoh Surat Pengantar :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM [ EREERNEREENERNRENRSZ]

Desa/Kel ............. Kee. ....c....... Kab, Sumbawa

Nomor Y S S Kepada
Lampiran : 1 (satu) Exp. Yth. Bupati Sumbawa
Perihal  : Laporan Realisasi Bantuan Rehabilitasi ¢q. Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa
Rumah Tidak Layak Huni Tahen ........ di-
umbawa Besar
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantan Rehabilitasi
Rumah Tidak Laysk Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun ... bagi
KSM ............ Desa/Kelurahan ........... Kecamatan .......... Kabupaten Sumbawa,
dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH)KSM............. Desa/Kelurahan ........... Kecamatan ....._.... yang telah diterima
dari Pemeriniah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp........ crmmseeeem i )

dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan rehabilitasi/perbaikan rumah
tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga mengurangs angka rumah tidak layak

huni di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikan untuk maklum, atas kebijaksaan Bapak kami sampaikan ferima kasih.

Desa/Kel. ........ Kecamatan ...c......

Tembusan :

1. Yth. Camat ........... i -

2. Yth. Kepala Desa/Lurah............. Kecamatan .......... dicinnni, 5
3. ‘Arsip.
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Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama © enirrrerirerirearieasererararrerartarartaerreanratnnrraaee
Alamat D eerenreraser e st s g rs s e n s e e ra g
Desa/Kel .....c.ceenne. Kecamatan ...............
Pekerjaan H T ST VST RSP
Jabatan/No. HP D Keta KSM ..
Desa/Kel .....cccoevenee Kecamatan ...............

dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, ......c.ccceeceee e
Penerima Bantuan,

Desa/Kel ............. Kecamatan ...........

; :
' Materai 6,000 §
1 1

[P {

Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan
Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan
Penggunaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar
Rp. ocveeercveenene R (R Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan
bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia
bertanggungiawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan
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Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUN! {RTLH)

KSM ...cviciiinenn. DESASKEL .........ouee...e. KECAMATAN ......ccccvivimicsnn
No Uralan Penggunaan Banyaknya | Harga Satuan Realisasi Ket..
1 2 3 4 5 &
a |Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
|Layak Huni {RTLH}
KSM i Desa/Kel ...................
Kecamatan .....ceoceevrvecimincnn.

1 [ AN cvevrisarsrnrnn Rp -
| Y Rp - Rp -
T I Rp - Rp -
I R Rp - Rp -
L T TTe— Rp - Rp -
5 Ongkos Tukang 1 Rp - {Rp -
& Biaya Administrasi ) S Rp - Rp -

2 Rp -

........ Rp - Rp -

........ Rp - Rp -

........ Rp - Rp -

....... . {Rp - fp -

......... Rp - Rp -

Rp - Rp -

A . |Rp - Rp -
8 Ongkos Tukang I e Rp - Rp -
9 Biaya Administrasi 1 Rp - | F -

3 JAN i Rp =
. T Rp - Rp -
e S Rp. - Rp -
I N Rp - Rp -
L. S D Rp - Rp -
L Epereer Rp - Rp -
LI (Tere Rp - Rp -
A e Rp - Rp -
8 OngkosTukang | ... Rp - Rp -
9 BiayaAdministrasi | ... Rp - Rp -

4, | dst....

JUMLAH Rp -
KSM ..cocicnvnnncneasasnners
Desa/Kel ......,..... KECZMAtAN .eovvvennns
Ketua,
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Contoh Realisasi Penggunaan Dana

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Mengetahui.
Dinas w...cwme... Kabupaten Sumbawa

NIP. cecrmslssssarsssrmreissstimsriosss

. DESA/KELURAHAN ........... svereence KECAMATAN ..covivrrrrnccnress KABUPATEN SUMBAWA
1. Realisasi Pénerimaan dan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTUH) diterima melalui Rekening KSM ..............x : DesafKel ..
Kecamatan-, iers dENGAN NOMOT rekening ...
Sebesar Rp. ~{
2. taporan reallsasu penggunaan Bantuan Rehablhtas: Rumah Tn:lak Layak Huni [RTLH) dari Pemerintah Kab. Sumbawa TA. ......... :
1 . RAB Realisasi .
No Uralan Penggunaan Bunyskys | Hargs Sat oy Baryely - T Tom - Saldo
F] F] 3 4 -5 [ 7 [] [
| _a_|Bantuan Rehabifitasi Rumah Tidak- ) . j
L_a_@k Huni {RTLH]
_]Kel
Kecarnatan ——
3 T - Rp - Rp - Rp
1 - - S e | Rp = N -
s - e - :
3 - - o LRp - - -
4 - . . Rp T ” -
5 . . - Rp . - Z
3 : i . - - - e LRD 5 - -
7_ Ongkos Tukang . : p 600,000 £00.000 1 Paker [Rp 600.000 600.000 -
8 Biaya Administrasi 150.000 150.000] 1 Paket |Rp 150.000 150000 - -
2 | AN crmrines Rp - Rp - _|8p
1 p p p ETS - - -
FE N o - . !E < B -
3 i . - - Rp - - B
I . N Rp - - M
; - . . Rp - . -
Ongkos Tukang . 600.000 E00.000 1 _faket | Ap 600.000 600.00G | -
3 Bi.ava Administrasi D 150 000 150.000 1 Paket |-Rp 150,000 ;50.000 :
3. _{Rp - Rp - 1Rp
7 Ongkos Tukang 600.000 600.000 Rp = 600.000 £00.000 -
8 Bigya Administrasi 150.000 150.000 00| -150.000 -
4 [Dst
JUMLAH ] Rp - Rp. Z Rp
Ketua, Bendahara,
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Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

DESA/KEL coorcvcrrssireerss KECAMATAN «ccereersivereenrre KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasl Pelaksanaan Keglatan Bantuan Rehabllitasi Rumah Tidak Layak Huni {RTLH)
Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak tayak Huni {RTLH} adalah untuk.melakukan
rehabititasi {perbaikan) rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan sehat.
Adapun perincian penggunaan dana 8antuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :
a. Waktu peiaksanaan kegiatan-
Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditakukan pada tahun ........

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan
Lokasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah di DESASKE] .....covrinrarnnnsicerrieenres

Kecamatan......cmueevssneees Kabupaten Sumbawa
¢. Jumiah realisasi penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumati Tidak Layak Huni (RTLH}
KSM ........c.o..... DES/KEL ..coconocon.. KECAMALAN oo, Kabupaten Sumbawa adalah Rp. ...
 F— O, ementreeaen ... Rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :
No Uraian Penggunaan Reallsasi Ket.
a. | Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
KSM.......... Desa/¥el ......... Kecamatan .............
1. | Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rurmnah Tidak Layak Huni Rp -
AN, e .
2. { Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp -
AN, s
3. | Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rurnzh Tidak Layak Huni Rp -
An. ... [ ..
4. | Belania Kehutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp -
[
5. | Belanja Kebutuhan RRehabiiitast Rumah Tidak Layak Huni fip -
6. | Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp -
AN e )
P2 213 SOO—
TOTAL -
2. Penutup

Demikian Iapc_oran' reaiisasi-dana bantuan in kami‘buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku dalam pelaksanaanya sehingga menjadi rumah yang layak huni yang akhirnya dapat mengurangi
angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan.ini dapat diterima sebagairmana mestinya.

33



Nt

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl.
Nomor Buku
KWITANS]|
Sudahterimadari : KETUAKSM ............ DESA/KEL ........... KEC. ............... KAB. SUMBAWA
Banyaknya UBNG  : [oecermerinpireseermessstsssovmsonrosssvossonmereanines ‘Rupiah e o o
Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Rehabifitasi Rumah Tidak Layak Huni An. ...
Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran ............. Sesuai Nota Faktur Terlampir.
Terbilang b (T :
MengetahuiMenyetujui L.unas dibayar
Ketua KEM Bendahara KSM Yang Menerima Uang

Materai
Rp. 6.000 / 3.000

Alamat :
NOTA FAKTUR
NO JENIS BAHAN BANYAKNYA HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
1 - Rp - Rp -
2 - Rp - Rp -
3 - Rp - Rp -
4 - Rp - Rp -
5 - Rp - Rp -
4] - Rp - Rp .
7 - Rp - Rp -
dst
JUMLAH Rp -
MengetahuiMenyetujui Yang Menerima
Ketua KSM Barang Yang Menyerahkan Barang
Alamat :
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Dibukukan Tgt.
Nomor Buku
KWITANSI

Sudahterimadar : KETUAKSM .........c..cec..... DESAJKEL ......c.ccoveeueeee. KEC. oo KAB. SUMBAWA
Banyaknya Uang  :!Enam Ratus Ribu Rupiah ' P

e e gt i e i+ i S o e e o 3
Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperiuan Rehabifitasi Rumah Tidak Layak Hurti An. ...

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)} Dana APBD Kab. Sumbaws

Tahun Anggaran .............
Terbilang :'Rp. " 600.600 !

MengetahuiMenyetujui Lunas dibayar
Ketua KSM Bendahara KSM Yang Menerima Uang
Materai
Rp. 3.000
Alamat :
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Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Sudah terima dari

Banyaknya Uang

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An, ..._......................

Dibukukan Tgl.
Nomor Buku
KWITANSI
P KETUAKSM ..o DESAKEL ..o KEC. .....ccovmririninne KAB. SUMBAWA
:{Seratus Lima Puluh Ribu Ruplgh """~ """ "~ T 0

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni {(RTLH) Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang HRp. 150.000 !
MengetahuiMenyetujui L.unas dibayar
Ketua KSM Bendahara KSM Yang Menerima Uang
Materal
Rp. 3.000

Keotuag Kelompok
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Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK RUMAH
KSM‘-“-:'-"-"-"""—”' DESAIKEL caruiincunnascren KECAMATAN '-i..._f_s;.r.;.i....".

l esnedEsEsr RS RGEsIRsLaTEet N I

] FOTO KONDISI 0.% |

[ rotoKONDISISO% ]

i FOTO KONDIS! 100 % |
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Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Namz; L e e
Nomor KTP T e e e e
Umur/Usia D Tahun
Pekerjaan USSP
Alamat e
Desa/Kelurahan ........................

Kecamatan .............................
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah dari program yang
lain/sejenis.

2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.

3. Memiliki rumah satu-satunya.

4, Bersedia melakukan perbaikan/rehabititasi rumah dan akan menempati rumah yang telah
didiperbaiki/direhab.

5. Bersedia memperbaiki/merehabifitasi ramah dengan dana bantuan yang tersedia dan mau
berswadaya.

6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenamya di atas kertas bermaterat secukupnya.
Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah .._............ Yang Menyatakan :
Matorni
Rp. S.000
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Contoh Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSMj :

KEPALA DESA/LURAH .............
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ............
NOMOR ........ TAHUN ..........

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN REHABILITASE RUMAH TIDAK LAY AK HUNI(RTLH)
DESA/KELURAHAN ............... KECAMATAN ..................

DANA APBD KABUPATEN SUMBAWATAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA/LURAH .................... ,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuatlitas perumahan dan untuk mengurangi
jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten
Sumbawa akan melaksanakan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak
huni di Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa untuk kelancaran peiaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ..., perlu
dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima bantuan
rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa/Kelurahan ........ Kecamatan .........
Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan lantung keputusan ini telah memenuhi
kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b
dan huruf ¢ perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang
Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM} Penerima
Banttan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kelurahan ............
Kecamatan .._...... Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran .._.... :

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ... Tahun ...... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....... ;

3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ...... Tahun ... tentang Petunjuk
" Pelaksanaan  Bantuan  Rehabilitasi Rumah  Tidak Layak  Huni
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ... TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DESA/KELURAHAN ............. KECAMATAN .............. DANA APBD
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN ...........
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KESATU : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima
bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) Desa/Kelurahan . ........
Kecamatan ........... Dana APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran .......
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini;

KEDUA © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi .....................
Pada Tanggal ...................
KEPALA DESA/LURAH ..........,
TEMBUSAN :

E.  Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

2. Yth Kepala Dinas. Perumahan Raskyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
di Sumbawsa Besar;-

Yth. Camat ............. die ;

4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

-
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH .................
NOMOR .......... TAHUN ..._........

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN REHABILITASLRUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA/KELURAHAN ....... KECAMATAN. ......... DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN .............

JABATAN
ALAMAT LANTUNG
KELOMPOK

NAMA PENERIMA

NO NAMA KSM BANTUAN

) ) ] “) (3}

L {KSM. . KETUA

DESA/KEL __.o.o.oo..... SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

bl Il B Bl Bl B Bl A

ANGGOTA

ANGGOTA

e

=3
a2

ANGGOTA.

KEPALA DESA/LURAH .......... .

BUPATI SUMBAWA, P

AN _sroert

? M. HUSNI DJIBRIL

Y
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA

LATAR BELAKANG

1.

Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih ada masyarakat
yang belum/tidak memiliki rumah. Hal tersebut terkait tingkat
pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua
pihak.

Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah
pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu
nilai-nilai gotong royong sabagai modal dasar pembangunan masih
terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program
pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk
berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.

Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Program
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah atau masyarakat miskin dengan memberikan
bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM). Ketua kelompok memfasilitasi pembelian
bahan - bahan non lokal sesuai kebutuhan, ongkos kerja dan biaya
administrasi sebesar 10% dari dana bantuan, sedangkan bahan lokal
ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan dana bantuan
melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan/mengurangi
backlog rumah melalui Program Bantuan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp20.000.000,- {dua
puluh juta rupiah).

DASAR

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
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III.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 310};

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1891);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);"

MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan
kemiskinan dan mengurangi angka backlog rumah di Kabupaten
Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1.
2.

3.

Masyarakat dapat memiliki rumah sendiri;

Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak
huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;

Mengurangi angka rumah tangga miskin;

Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang
terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;

Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan
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V.

VI.

mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan
masyarakat.

6. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana
APBD Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat Miskin/Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum/tidak memiliki rumah dan
tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa serta masyarakat terdampak
bencana alam yang rumahnya rusak berat/total.

PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD} Kabupaten Sumbawa.

PENGORGANISASIAN
1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP} dan Tim Koordinasi dengan
Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-
unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta
unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus
sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya yang disebut dengan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan
Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya akan didampingi oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan
pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

v

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Pembangunan
Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai
berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah :

1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan
anak; salah satu orang tua dan anak;

2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya
atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTPJ;

3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar
hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan
sebagainya,;
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4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia
lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.

Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK)

sesuai dengan Data Backlog Rumah Desa/Kelurahan di Kabupaten
Sumbawa.

Memiliki atau menguasai tanah dan tanah tersebut bukan
merupakan tanah warisan yang belum dibagi serta tidak dalam
status sengketa.

Belum/tidak memiliki rumah serta memiliki sebidang tanah
dengan atau tanpa struktur pondasi.

Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah
atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam.

Memba.ngun' sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan
sendiri.

Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Pembangunan
Baru Rumah Swadaya.

Dapat bekerja secara kelompok.

. Persyaratan Administrasi

Proposal

Surat permohonan pencairan dana

Kwitansi (bermaterai cukup)

Pakta Integritas (bermaterai cukup)

Surat Pernyataan {bermaterai cukup)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK}
Fotokopi rekening bank yang masih berlaku

(seluruh berkas dibuat dalam rangkap 3)

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua
tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima
bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSMj.

2. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang tergabung
dalam Kelompok  Swadaya = Masyarakat (KSM) yang
difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan
diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
setempat.
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- Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh
Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala
Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran
bantuan tepat sasaran.

- Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan
penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah
Desa/Kelurahan setempat.

. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- Verifikasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM} calon
penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.

- Adapun proses Verifikasi terhadap KSM calon penerima bantuan
diusulkan oleh Ketua KSM diketahui/disetujui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan {TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan
mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari
segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat
langsung kondisi rumabh.

. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima
bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang
didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi
terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL
dan tim verifikasi dari Kabupaten.

. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan memenuhi
persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan.
Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah
ditentukan. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya diberikan
kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan
melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk membeli bahan
bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah.

. Penyaluran Dana Bantuan

- Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap I
50% (lima pulah per seratus)dilakukan setelah proposal
permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima
puluh per seratus) dilakukan setelah pekerjaan dilakukan
mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta
mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana
tahap II dari penanggungjawab kegiatan Bantuan Pembangunan
Baru Rumah Swadaya di Dinas dengan menunjukkan foto
progres fisik 50% (lima puluh per seratus).

- Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10%
(sepuluh per seratus} dari dana bantuan yang diterima yaitu
sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perincian
Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
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untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya
pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport,
pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban
(SPJ).

7. Pelaksanaan Kegiatan
a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan
Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD
Kabupaten Sumbawa.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah suatu
program pembangunan baru rumah yang mengutamakan
pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat
dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan
sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan
mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah
hanya sebagai fasilitator.

- Kegiatan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi
TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana
kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan
minggu ketiga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan
laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas selambat-
lambatnya minggu keempat bulan Desember pada tahun
pelaksanaan.

- Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran
maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan
oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua
KSM melalui Rekening KSM selanjutnya bersama anggota
Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang
dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.

- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan
pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB])
yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik
lapangan yang telah dikerjakan.

- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan
harga barang yang digunakan dalam pembangunan rumah dan
tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga
barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku
pada saat pengerjaan fisik.
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- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang
disebabkan oleh :

a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan
lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan

b. mengundurkan diri dan menolak bantuan

c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah
ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan
Surat Keputusan Bupati Sumbawa

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama
penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian
nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka
penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli
waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama
dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala
Desa/Lurah).

- Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada
salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti
dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara
penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah)
atau dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa
selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban pengunaan dana Pembangunan Baru
Rumah Swadaya dibuat oleh KSM yang difasilitasi oleh TFL untuk
disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya dilakukan secara berjenjang meliputi :

N

1. Dinas

Melakukan verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah
Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.

Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.

Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan
masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan
bahan-bahan lokal.

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan  kegiatan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan
kegiatan bisa maksimal.

Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan
masyarakat dan pelaksanaan program Pembangunan Baru Rumah
Swadaya.
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2. Camat

Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi
masyarakat calon penerima bantuan.

Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan
verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah Swadaya di
Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang
maksimal.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi
di lapangan.

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi
masyarakat calon penerima bantuan.

Melakukan pembinaan serta monev tentang kewajiban masyarakat
dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja,
melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan pola kerja
kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada
Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya.

Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi
rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan
hasiinya dinikmati masyarakat.

4, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL}

Melakukan verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah
Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.

Mendampingi dan menfasilitasi. KSM dalam pembuatan kelengkapan
proposal pencaiaran dana bantuan dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Menfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana
bantuan.

Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan
masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan
bahan-bahan lokal.

Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan
perbaikan rumah penerima bantuan.

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan
kegiatan bisa maksimal.
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PROPOSAL
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

1. SURAT PERMOHONAN
2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN

3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
4. REKENING BANK

5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

6. KARTU TANDA PERDUDUK (KTP)

7. KARTU KELUARGA (KK)
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Contoh Surat Permohonan :

KELOM POK SWADAYA MASYARAKAT

KSM“ OQOIOOODDQIDIQIOQI..I.. ”
' DESA/KELURAHAN |............ KECAMATAN iuc.noiivioinns

KABUPA’I‘E‘\! SUMBAWA
y R 'kqmdh‘
Nemor ¢ e REM ol Ao Yih, Bapak Bupan ‘Sumbawa:
Lamp. - *(mmp Di<
wal : Propesal Bantuan’ Pembnngtmnn g mbawa Besar -

Barn (PB) Rumah Swadaya

Dcngan hermat,

.. Seming: dcngaa upaya pengeatasan kemlskman dan membcnkan human
yang. layak “dan:secha bagi. masyamknt bc:penglms:lan reminhfmxskm yang: Dol
mensiliki mmah dengm ini kanu sampaikan kepada Bapak Bupnn ‘Simbawa’ bahwa

-y Desa.ﬂ(ehn*ahan tir.. - Kecamatan .o duem:anzkan akan
-dslaksanakan ngnm Banman Pembangunan. Baru(PB) Rumah Swadnya bagi
masyarakat - berpenghas:lan rendah/niiskin: Oleh. karena iy, Proposal -ini kami
: ajukan kcpada Bapak Bupat: Sumbawa umtuk mendapmkan dulnmgan danabantuan..

Demlkmn pmposnl ini‘kami sampmkan dan. atas ‘bantuan. Bapak Bupan

) kmm sampaﬂ:an \erimn knsih,
KETUAKSM ,............ -
DESAKEL ... KECAMATAN -
LTSI A
MENCEY AL
Cainat ....ooooooo o Kepala Desa/Larah ... .....
Tembusan :
1. Yib, Kepala Dinag. Pcnmalmn Ratyat dan- Kmn.asan Ptnnuhman Kabupazm Sumbawa
di Sumbawa Bésar, -
2. Arsrp
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Contoh Daftar Penerima Bantuan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (_i.; KSM) SEAESERIRARAEY 7
m sEaEERieNARRS TRSTAREN RN’ KmTAN-“ln teane RN RRRREN

NO, NAMA  JABATAN ALAMAT

1 7 | KETUA.

"ANGGOTA -

5

7 | ANGGOTA

8. |  ANGGOTA
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Contoh Susunan Pengurus KSM :

SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR:
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (. KSM ) sraesrsirsarses
'_D"ESA:.7'.._'““.._._.'“.'.“6“' KECA“ATAN NsaaeTEY IENASRENES

NO.|  NAMA | gAmaTAN | Aamar

L | KETuA

2 |  SEKRETARIS

> | | BENDAHARA

5. . | ANGGOTA

ANGGOTA

6 .

e ' ANGGOTA.

100 |  ANGGOTA

Ketua, Bendahara, “Sekretaris;
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Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

=)

>

0%

«

RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN D rnrerseeresrear ey anreenes
KELOMPOK TKSM i
NO. JENIS BARANG TOTAL HARGA
(Rp.)
1 Pasir 350.000
2 Semen 910.000
3 Batu Merah 900.900
4 Besi 5" 90.000
5 Besi 8° 400.000
6 Seng 800.000
7 Paku 100.000
8 Kayu 8 x 12 600.000
9 Kayu 5x 7 350.000
10 QOngkos Tukang 350.000
11 | Biaya Administras 150.000
JUMLAH ANGGARAN 5.000.000
vir preseenersnennes 2015
Mengetzhui : Dibuat oleh,
Ketua KSM ......ccoceveee
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1.
2.
3.

5.

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

PROPOSAL
KWITANSI
SURAT PERNYATAAN

. PAKTA INTEGRITAS

KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN
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Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

?’:ﬁﬁunm dari- - legguna Anggnrqu Kuase i’onsgunh'mrw D i i st iﬂhbup_aten Sumbawa

5 et

Bampafpsavang . (3T T AT

e e
RN

‘Untuh pembayaran Bclan;a Unng Untyk Diberilan I(epads Haayamkat Bcrpcnghasilnn chdah ngmm Bantuan’
C ‘ Pembangnmn Earu (PB] Rumah Swaﬁays Bma APBD l{abnpnten Sumhawa Tnhun vz

AL wpresnmne 2 dkk KSM essrrms s Desaﬂ(elurnhaa " Kar.amalnn

.Keghum Penyedmn Perumahan TA Diins'-....,, :

Kaimpaten Sumhawa. Sestm SK Bnpan Sumbaw ﬂomnr JERENh | ahun wiptasan L

Laraprasare

¢ Sumbawa Besar,

-?uiatiu-?cléitsana Teknis Kegiatan _Be:iddhara--?éugdﬁaran, "\;ang_Meﬁm U:mg.

Hetua KSM

[ NP ...

NIP. i
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Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

MENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama
Alamat .
Desa/Kel ...oveeverienee wonse KECAMBLAR ..oovreeememeanarransnas
PekerjaansJabatan e 1 Ketua KSM oo
Desa/Kel ....cioccese. KECAMALAN ot
Menyatakan Menerima- Bantuan Pembangunan Baru (PB) RUmah Swadaya
Tahun ....... bagi KSM oo DESA/KEl oo KECAMALAD e
Sejumiah: Rp. ... ~ -

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan
Pembangunan Baru (PB} Rumah Swadaya dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan
akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat
{KSM).

2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian harl setelah uang dicalrkan maka
peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pemyataan-
inf, saya 5ebagal Kettd KSM wommen. DESA/KEL woomivrmusmci KECAMALAN conressensnes
bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaim.'

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarhya.

Sumbawa Besar, ..., .
Mengetahui/Menyetujui : Perierima Bantuan
Kepala Dinas ........... Kab, Sumbawa Ketua KM i .
{Pejabat Yang Berwenang) Desa/Kel ............. Kecamatan .............
ierai
k. g_ug;e

NiP,
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Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Sava yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama S
Alamal SRS
DesafKelurahan ......ovineaee Kecumatan ..oocuveeieerenens
Jahatan : Ketua KSM .o
No Tip. /HP
Bertindak untuk PESM L,
dan atas nama Desa/Kelurahan ................. , Kecamatan ..ooeeriennene

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan
Baru (PH) Rumah Swadaya dengan ini menyatakan bahwa saya :

I.

2.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN};

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengelahui
ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKNj dalam proses pelaksanaan kegiatan
vang dibiayai dar dana bantuan Pembangunan Baru {PB} Rumah Swadaya ini;

akan meonggunakan dana bantuan scsuai dengan usulan pencairan bantuan,
Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati
Sumbawa Nemeor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan Baru {PB} Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak techadap
penggunaan bantuan sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannva
sehingga kemudian menimbulkan kenigian Negara/Daerah, maka saya bersedia
mengeanti dan menyetorkan Kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Demikian surat pernvataan ini dibuat dengan sebenarya dan bermeterai cukup

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, .ooireereaan.,

Pencrima Bantuan,
Ketua KSM ....ocoviivniieennnes
DesafKelurnhan .......... Kecamatan ..........

Maters
fp.6.002
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Contoh Keputusan Bupati Penetapan KSM :

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ......... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASY, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ..........

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi angka backlog rumah
di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadava dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbiawa akan
melaksanakan program bantuan pembangunan baru rumah
swadava di Kabupaten Sumbawa,

b. bahwa untuk keclancaran dan tertib administrasi pelaksanaan
program dimaksud. periu ditetapkan desa/kelurahan lokasi,
kelompok  sasaran  penerima dan  besarnya  bantuan
pembangunan baru rumah swadaya di Kabupaten Sumbawa;

¢. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam buruf a dan huruf b, perlu menetapkan “Keputusan
Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok
Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya di Kabupaten Sumbawa Tahun ......... i

Mengingar : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 19538 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
1 Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2011 rentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tzhun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
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Menctapkan,

KEDUA

KETIGA

'-Q:Pttuniuk 'Pe{aksanaan Banfuan Pcmbangunaxi Baru Rumah’
Swadaya ‘Dana Augaran Pendapatan dan; Bclan;a Daérah.
:Kabupaten Sumbawa,

°5: ‘Peraturan Menteri Pekerjasn ‘Umum. dan” Perumahan Rakyat -
‘_anmar 7/?RT}M;2013 teritang Bantiian: Stimulan Perumahan

Menteri - Femmahan , Rakgat -Nomor,

i ’fiagmemm:;;wams éntang ‘Standar Pelayanan “Minimal
?Bidang Perumahan Rakyat Daemh vamslf Kabupateu}xota.

: KEPUTUSAN BUPATL -TENTANG: PENETAPAN. DESA/
KELURAHAN -LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN
'BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH
'SWADAYA DI KABUPATEN SUMBAWA ..

Lo Menctapkan desajkclumhan‘

,-3 pertangungmwahan lneuangs:n Pﬁmhchan bahan sesua:é;

dcmgsm kcbutuhan xasaran,
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'KEEMPAT i Keputuisan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i bumbawn Besar
" pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

‘ Tembusan

l‘._,_;Yth Kclua Dewan Perwaknlan ‘Rakyat Daerab Kabupaten ‘Sumbawa
udi Sumbawa Besar.

2. 'vm Inspekmr Kabupawn Sumbawa di Sumbawa Besar;
a.: Yth Kepala Badan Percncanaan Pcmbangunan Pcnchtian dan 'Pengembangan

_Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. .:Yth Kepala I)maa Perumahan Rakyat dan Kawasan Pennukxman Kabupaten’

Sumbawa di Suinbawa Besar;

5. 'Vth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
- Sumbawa di Sumbawa Besar;

6. Yth.. Kepala . ‘Bagian Hukum Sckretariat® Daerah . Kabupaten ‘Sumbawa.
di Sumbawa; Besar;

?‘ Yth Cﬂmai ik, d_i"";"".'.’;..':
B YthCamat SEFTL RN | R
9. Yth. Camat :...oiiitre i ieenietiienn)

10. dst;.

11: Yth: chn!a Desa’ NRERNEEARIAT: | BN ORe
12 Yth. Kepala Desa .....ov i G i dodod
13.dst; ’
14. Yth: Lurah 0.0 SERERRRY ¢ | SR PR
15.dst;. ' B
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FORMAT LAPORAN
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

1. SURAT PENGANTAR
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
o RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)
+ REALISASI PENGGUNAAN DANA
o REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
4. KWITANSI A
5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH
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Contoh Surat Pengantar :

KSM cessisrsEase N RS A TE
.m-..‘......;..;.lK&. sevssiserses Kab, Sumbawa

NOMOE sy e apraed iererinse Kepada
Lampiran. : I(salu) Exp Yth. Bupati Sumbawa
- Peribal ';':Laporan Realisasi Bantusa Pcmbangmn % chala Ditins...1... Kab; Suinbews

Dcng:m hormat,
“Sehiuburigan .dengan telah. selesainya pélaksanaan_ Program Barituzn Pemberganan
-Baru. (PB) Rumah- S\mdayn Dana APBD. Kaluq:a!en Sumbawa Tahun ............ ‘bagi.

: KSM Dcsnfl(elmnhﬁu Sieeeni ‘Kecamaten. . Knbupalcn Sumbawa,
_dengan. in kami: wnpatkan !apumn -réalisasi Banan’ Pembmgunan Banu- (PB) Rumah"
=uS\~radaya KSM sl ; Desaf¥eolursban ... Kecamamn .:.... ‘yang telsh -
datgnma dan Pemermtah Ka!mpaten Smnhawn sebesar Rp d e e s iy
P TP ) Aengan penggmm dana: bnntuan dlgunakan untuk mclntukan

-',pcmbnngmma hnm rumnh ‘secara w&ﬁaya bng: masymkal yang belum#tdak mem:hln :j_
rfmmnh sehmgga memberikan: hunmnnm:ah yang. lnyak husi dan menguiangi‘angka backlog
-rumah di Kabupmen Sumbawa Adapun iapomn reatisasi testampir.:

Démikan unruk maklum; atas kebgaksaan Bapak Karii sampaikan terima kasih.
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Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama § ererrsrerirrearerras e na e e esar e s e s ansartsaamurnesubers
Alamat
DesajKel ....cccceernr e Kecamatan ...............
Pekerjaan T teeeererieniesee e fetrr et r e ne e r e sare e e perarabers
Jabatan/No. HP tKetua KSM .
DesafKel .......ooveen Kecamatan ...

Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan
Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan

Penggunaan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya sebesar Rp. ................. -
(oo nerr e rnenanns Rupiahj dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai
berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan
bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia
bertanggungjawab secara pribadi dan- bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan
seliagalmana mestinya.

Sumbawa Besar, .....cc.eieien

Penerima Bantuan,
Desa/Kel ............. Kecamatan ...........
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Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN PEMBANGUW BARU (PBI RUMAH SWADAYA
(], D DESA/KEI. wsassesavacinnneis KECAMATAN VAR

Umianﬁmagunaan Bauyalmya Hargasman N Reallsasl"

3

2 ] E : BN s

8

FBantu,

an Pembang:.man Bary tPB)

JRuma

h Swadaya. -

KSM ...

o Desafiel o

Kecamatan .3:;.;...-..;-......;.;..;

P orerc LRD - - |Rp. -

4.
5 Onglms‘l‘uksﬂg 1  Paket [Rp - 1850.000 |Rp  1.850.000
= —1 R

.6 :Bigya Administrasi: 150000 | Rp: 150.000

| Lol
=
]

Ongkus Tukang ' T

Biaya Administrasi. 1

“OngosTulang | 1

TL850.000 | Ao, 1.850.000 |

-9 Biaya Administrasi-. ) A 150.000 | Rp 150.000

—JumMiAan.____ | — 1 s -

[, SPPRRS—
. mulﬂ‘aﬂ seasinevuans

Kewa, -
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Contoh Realisasi Penggunaan Dana

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM -'tn s seshsenerusitieInREn

L T du':gan

DESA/KELURANAN .5 cciiciic

RS !neahsas.l Peneﬁﬂmndan Pmsunaan Dam: A
Bﬂnﬂ Banluan Permbangunan Baru lP‘B) anah Sﬂdﬂn dixcnma mdalut Rekenma st

KECAMATAN .....ivoniiciss RABUPATEN SUMBAWA

* umoran mﬁsasl nenaumn eantuan Pemi:angmm aa:u t?a} ﬂumt Swadava dan Femeﬂnuh Kab Sumbawa 1.\ —,

IS T/ L [———

Uraian Penggunaan

-m

ezl

Y ] -

[Hargs Satiisn
e ——

fumizh

_ Salde

Ro
1
2

E]

T
Baniuan Pembangutian Bare (PB]
JRurghSwadse

sapr

mwevisi

rfadi [ e >

EERREEl

BEEFRE

GleleiiEkir

IR 3 0N O U 2

sk fe b

E%ﬂﬁﬁ&ﬂ

REkEkERRE

:

-

kil

Vi ye v e 8

e o o

i

[

e I

“TUMLAH -

Mangetabml

Bandatara;
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Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

KELOMPOK SWADAVA MASYARAKAT
KSM -|lmu-.n_n'int-irﬁ;lo'iiu-ii- :

DESAIKEL sivvivaimis orss KECAMATAN e KABUPATEN SUMBAWA

I.. Renfisasi Palalsanaan Keglatan Bantuan Pembanigunan Baru {P8) Rumish Svadaya:
Tujuan palauaman kegiatan Bantuan Pembatuunan Baru {F8). Rumal Swaﬁaya adalah umuk meiakukan
'.hemhangunan rumah sécara swadzva Sehingga memberﬂsan hunian vanglwak dan sehat bag: masyarah:at;_'
-'*-vam; beiumfhd‘ rhemlmd tumah serta manewang angka .hod:wg ramah Kabupau-n Sumbawa,
.-:-Adapun permuan benggunaan ‘dana Bantusn Rehatiiitas Aumat Tﬂa&imﬁ Hink s&:agan berikut 't
‘a Waktu pe!atsanaan kegatan
Pelaksanaan kégiatan Pembangunan Batu (PB) Rumah Swadaﬂ dl!akukzn pada tahun N

~'b-Tempat.dan Lokasl gelaksanaan kegiatan’
Lakasi kegsamn Pembangunan Ban: {PB} Rumah Swadava adalah & Desa{l(el s s i g b
I(ecamztan seeneaniied Kabupatm Sumbawa

¢ Surnlah reahsasl pensgunaan dana Bamuan Pembangumn Bary (P8} RumahSwadwa
KSM srinrieimi Duaftel riemieerios KECAMETRN. 1, Kahupamn Sumbawa adalab Bp. s

f Ghraga e g s g Mah)&mmmmnﬁmnndmsemlbeﬂkm~
) Bm'\luan Pembaqguﬂansamlpm Rumah Swadaya ) -1
KSM ionnee DESE/RET oo KECIMATEN L ciiver:
21 Betama Kebutuhan Pembag_amn BaijB! Rumdxgw_idg_g N
2 : adayali;t;‘tul;m Pembangunan Barujl’ﬂ! HnmahSwm Rp -
3 Be!m]a—;(;b‘u.nuhan Pemhangumn Baru {PB): Rum&afmadarfa Rp -
i aelanjal:eunuhan Pembangunan’ Nm!PBl Rumah Swadaya | Rp -
5. :nﬁanjalebm;!;n Femhangunan BamlPB]RumahSwadaya Rp -
"‘.e.‘ ::t.aﬁja.;(;w;ul;‘aﬁ Pemba_qgt_man Baru (5] Rumah!’madaya ap —
2 [ YT— T
TOTAL -
2. Penutup’

Dermluan iapovan realisasi dana bantuan |m karm buat dangan sabenaf-benamya sesuai dengan peraturan .
“yang her!aku da!am pelaksamarwa sehlngga memberlifm hnniazv‘rumah baw yang iayak dan sehat yang
akhlmya dapat mengurang: snata bad'!ag rumah di Kahutmen smawa. '

Axhirriya kami sampaikan terima kasin dan semoga lapdran ini apat diterioa sebagaiimania mestinya’-

WS i riioos DOSAIRRL it
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Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgt.
Nomor Buku
KWITANSI
Sudahtermadari : KETUAKSM ... DESAKEL _.._._.. KEC. ... KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang  :i.. e et sesicidlonacte RUPRIA

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebuluhan Pembangunan Bare Rumah Swadaya An. ..............
Program Pembangunan Bamu Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa

Tatun Anggaran ............ Sesusi Nota Faktur Tertampir,

Terbitang [iRp. tayssesnirerase)
Mengetahui/Menyetujui Lunas dibayar-
Ketua KSM Bendahara KSM Yang Menerima Uang
Materai
Rp. 6,000 7 3.000
Alamat

NO JENIS BAHAN BANYAKNYA SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
1 irrerieeren - B Rp - Rp -
2 - - Rp - Rp -
3 . . Rp - Rp .
4 - - Rp - Rp -
5 - Rp - Rp -
8 - Rp - Rp -
7 - R Rp - Rp .

dgst

JUMLAH Rp -
Mengetahul'Menyetujul Yang Menerima
Ketua KSM Barang Yang Menyerahkan Barang
Alamat :
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Contoh Kwitansi Ongkos Tukang :

Dibukukan Tg!.
Nomor Buku H
KWITANSI
Sudahlerimadar : KETUAKSM ... s DESA/KEL e KEC. .....cccovvmen.o.. KAB. SUMBAWA,
Banyaknya Usng Sty Jut Detapan Reius Lia Pulih Ribu Rupish ~ "~ A

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperiuan Pembangunan Baru Rumah Swagaya An. . .
Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumnawa

Tahun Anggaran ...
Terbilang ‘Rp. 1:850.000 :
MengetahuiMenyetujui Lunas dibayar
Katua KSM Berdahara KSM Yang Manerima Uang
Materai
fp. 6.0400
Alamat :
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Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibukukan Tegl.
Nomor Buku
KWITANSI
Sudahtermadar @ KETUAKSM ... DESA/KEL ......ccoou. KEC. ...... KAB. SUMBAWA
Banyakriya Uang  :-Soraius Lima Puluh RbuRuplah =~~~ o
Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperiuan Pembangunan Bary Rumah Swadaya An. .
Program Pembangunan Baru Rumzh Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran ..
Terhilang :‘Rp. 150,000
Mengetahut/Menyetujui Lunas dibayar
Ketua KSM Bendahara KSM Yang ienerima Uang
Materai
flp. 3.000

Kotua Kelompok
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Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FlStK RUMAH

PROGRAM PGMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAVA

KSM LT IYTITTYYS n DEWKEL nnnnnnnn nui'-'ul KECAMATAN

RLTTTT

s 'n-_l'

i FOTO KONDISI 0 % 1

[ FOTOKONDISIS0 % ]

| FOTO KONDIS} 100 % |
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Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama e e
Nomor KTP
Umuzr/Usia AR, Tahun

Pekerjaan e e ta e et ha e a e s
Alamat U USRI

DesaKelurahan ...
Kecamatan ..o viiiieinainnas
Kabupaten Sumbawa

Provinsi Nusa Tenggara Bara

Dengan ini menyatakan

1. Beclum pernsh mencrima bantuan stimulan pembangunan ramah baru atau peningkatan kualitas
rumuh dan program yang Inn/sejenis,

Tansh yany sayva kuasai merupakan tanab milik sendiri.

Belum swemiliki umah.

Bersedia melakukan pembangunan rumah dan akan menempati runah vany telah dibangun,
Bersedia membangun rumah dengan dana bantuan yaog tersedia dan mau berswadaya.
Rersungpuh-sungguby cdatam mengikuti program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadayn
sesuai dengan pemiurnn yang beriaku.

B

Demikian surat pernyataan ini saya bual dengan sehenarnya &i atas kertaz bermaterai secukupaya.
Apabila saya membuat pernyatzan ini tidak denpan sebenarmva, sava bersedia dituntwt di hadapan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

aray et ersmangaan e

Mengetahui :
Kepala Desa/lurah ... Yang Menvatakan :
ap 1L
P o }
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Contoh Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) :

KEPALA DESAEURAH .. ...
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH. ...
NOMOR ... . TAHUN .......,..

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASY ARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
DESA/KELURAHMAN ............... KECAMATAN ................

DANA APBD KABUPATEN SUMBAWATAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA/LURAR ... ,

Memimbang .z buhwa delam ramgka memberikan  hunisnirumah ymng layek buni bayg
) masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belumitidak memitiki rumah dan
‘untuk mengurangi jinnlah &u-&.’ag rsnah di Kabupaien Sumbawa, Pemerimah
Kahupaten Sumbawa akan meloksanakan program banfuan pembangunian baru
(PB) rumah swadava di Kahupaten Sunbawa,

b. buhwa untuk kelancaran pelaksanasn Program Bantuan Pembangunan Basu (PB)
Rumah -Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaman ...,
perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masymakian penerima bantuan
pembangunan baru rumah swadaya di Desa’Kelurahan ........ Kecamatn .........
Kabupaten Sumbawa; :

<, bahwa anggota kelompek yang diletapkan lantung keputasan ind telah mémenuhi
Kkriteria dan persyaratan peneri ma bantuan stiinulan dimaksud;

d. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada huraf a, huruf b
dan hurf ¢ perlu menetapkan keputusan Kepala “Desalurah  tentang
Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masvarakat (KSM) Penerima

Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadava Desa/Kelurahan ...
‘Kecamatan ....._... Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ... H

Mengingat ;1. Undaog — Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,

2. Peratwran Dacrah Kabupaten Sumbawa Nomor ... Tahun ... lenlang
Apggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran ...
3. Peraturan Bopati Sumbawa Nomor ... Tahun .. .. tentang  Petunjuk
Pelaksanaan  Banwan  Pembanpunan Baru (PB)  Rumabh  Swadaya
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumbawa;
MEMUTUSKAN
Menctapkan @ KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH ... TENTANG PEMBENTUKAN

DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ([KSM)
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH
SWADAYA DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... ...
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN ..........
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KESATU

-_terpcmlﬂ;an wi'&pmuanxepah Desa/Luraty it

KEDUA isaiy ini mulai betlaki pada tanggal ditetapkan.

':'Dactnplwnda ST ek

?ada Tanggai e
K.EPALA DESM LURAH ........... :

Lo Yili Bupan ‘Sumbawa di Sumbaws Besar,

X Y “Kepala,” ‘Dinas: Perumsahian - Rak:m ‘dim - Kawpsan - Perpwukiman Kalmpmn Sumbawa:
) f_dr Smnbawaﬁesu

% Yebv. Camat.. B R

4. Yih, Y;mg bmangkwm wnitak dakc:tahm dan dnpergunakm s:bagasm;a mestinya -
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;.Amtam 7

, PEN!ERMA BAN’{UAN ?EMBANGUNAN BARU wa} RUMAH swamm

DESAKELURAHAN ..

,;:BANA APED KABUPATEN SUMBAWA.

NAMA KSM,

JABAT&H

NAMA Pﬁh’ﬁi&tm

BANTUAN' CALAMAT

KELQMP{}K

)

Ak L p ety e s

KETUA

[ SEKRETARIS -

T ANGGOTA

=

UPATI SUMBAWA,

% ?’M. HUSNI DJIBRIL
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